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Abstrak

Berhasilnya pelaksanaan penyvelengearaan pemenintaban daerah lergantung
dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah. Unsur-unsur pemerintahan dacrab
vaitu pemerintah daerah scbapai lembaps eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sehagai lembapa legistatif. DPRD scbagai lembaga legislatit
daerah mempunyai beberapa  fungsi vaitu  fungsi legislasi. anggaran  dan
pengawasan,

Dalam menjalankan  funpsi  pengawasan  terhadap  penyelengparaan
pemerintahan dacrah dilakukan sesuai dengan amanat UL No. 32 Tahun 2004
lentang pemerintahan dacrah, serta berbapsi aturan pelaksanzannya. Dalam
peraturan pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan
pengawasan penyelensgaraan pemerintaban dagrah, dinyatakan bahwa DIFRD
memiliki  kewenangan  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelengparaan
pemerintahan dzcrah dalam hal yang bersifat kebijakan.

Dalam penelitian yang dilakukan di kantor DPRIY Kabupaten Lima Puluh
Kota yang berkedudukan di Jn. Jendral Sudirman nomor | Payakumbuh, Penulis
mencoba mencari jawaban dari permasalaban yang di kemukakan yaitu mengena
ruang linpkup pengawasan DPRIY, tata caara pelaksanaan fungsi pengawasan
DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota serta faktor-faktor penghambat dalam
melaksanakan fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Lima Pulub Kota.

Untuk menjawab  permasalahan  vang dikemukan  diatas, penelitian
dilakukan dengan pendekatan vuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian
diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan olch
DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota belum terselenggara sebapaimana mestinya
hal tersebut disebabkan olel berbagai kendala, baik kendala dari peraturan
perundang-undangan maupun leknis lapangan,



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Oonomi Dacrah merupakan isu menarh bila kita amati perkembangannya
Bhususnya di Indonesia, karena semenjok para pendirt negara menyusun [t
nesara, isu menvanekot pemerintzhan lokal telah diakomedasikan dalam Pasal 18
VUL 1945 heserla perjelasannyia, Pemerintahan Daerah datam Pasal 18 UL
1945 sebenarmnya telah mengakui adanva keragaman dan hak-hak ssal usul daerah
vanp merupakan bagian dan osejurah pagang Indonesia, Sehmgga meskipun
Newara Repulik Indonesia menganut prinsip Negara kesatuan dimana pusat
vebuasaan berada pada pemerimiab pusal narmun dengan menvadar berbagad
heterogenitas vange dimiliki bangsa Indenesia haik kondisi sosial, ekonomi,
budaya maupun keragaman tingkar pendidikan masvarakat maks deseniradisas:
ataw distribusi kekuusaan kewenangan dari Pemenatah Pusat perlu dialickan ke
Maerah Otonom'

Selama i baik di masa arde lama maupun di mass orde bam kite menerapkan
pabarn Mepara Kesatuan vang bersifal sentralisnk, Dalam menata hubungan antam
pemerintah pusat dan daerah, kit cendemuny menerapkan kebogakan vang bersiful
semtralisiik, sehineea hampir semua kewenangan menumpuk pada pemenniab

. v . ]
pusat sehingea pemerintah daerah tidak lebih terlaksana®

U ealoh. Adeecodd Bomdak Ciovronsd Dereral, Baneka Cipta, Joksma, 2002, Tab. |

P Rozali Abdullah, Pelaksmiearn Oromane Lvas dor Doe Federafisme Sebager Sualie Aiterrainif,
Rajownl Pers, Jakarea, 2002, hal, /



Undang-Undang Mo, 22 Tahun 1999 (entang Pemerintahan Daerah lelah
mengubah peta polilek dalam penataan kewenangan dan kewapban pemerintahan,
Masa-masa mdah era sentralisas) kekuasaan lelah berakhbir Selama orde barw
seniralisas: hekuasaan sangat lerasa dalam setiap akivias Pemenntzhan di
Daerak, bahkan rancangan pembangunan di setiap daerah lebih sering mangscu
pada  pedoman  vang  dietapkan  pemeniotah. Menurnt Djoko  Sudantoko.
sentradisasi telah membuat birokrase di daerab seperi orang-orang yang bodoh,
Tsuka” didikie dan selalu menungea petenjuk dani pesat, Sentralisasi kebuasaan
tersebut membuat birokrass di daersh menjadi mandul, wdsk ada keberaman
membuat  kebijaksn  wvang  strategs bahkan kekupsaan  tersebur  telah
menmabaebokan bicokrasi di daerzh dalam melakukan  inovasi dan
mengembangkan  terobosan-terobosan unluk mempercepal  pembangunan,
Sentralisast memmbulkan disparitas pendapatan vang suneal lebar antar dagrah,
misalokast ddalam pengounaan angesran negara dan kefambanan dalam
menuntaskan persoalan, Dengan ditetapkan L) Moo 22 Tahon 1999, pemerintah
daerah mendapat kewenangan Tl yang lebth besar dalam mengatur dinnys
sendirl, Lecusl o g bidang vane penahanan, agama, hubungan luar negen,
maneter, dan hokum’

Pada  prinsipnva kebgakan  Ctononn Daerab dilakukan dengan
mendesentralisasikan kewenancan-kewenanean vang selama im lersentiahisasi di

tangan pemerimtah pesal Desentealsas tersebul mengisyaratkan dibutubkannya

' Djoko Sudumoko, Difma Chanonil Oderol. Andi Offset, Yogyakana, 2003, hal. |

* Firman Mazan dan Takdir Rabimadi. Meforeasifaen, Cira Bedava Indonesia, Padang. 2002,
Fal. 4.

I~



sudatu fembaga perwakilan rakyat di daerah vang otonom pula. Hal itu diperiegas
dalam Pasal 18 ayat (27 ULZD 1943 dinyatakan bahwa
“pemerintah dacrah propins, daerah kabupaten dan kol mengatur
diam mengures sendin vrusan pemeninizhan menuret asas olongni
dan tugas pembantuan”,

Kata yrusan pemerintzhan dalam Pasal 18 ayal (20 UUD 1945 tersebut
mempunyi art sepals sesuatu urusan vang menyangkut [alannya pemerimtahan di
dacrabh juza wrmasek urwsan yane ada pada DPRD selaku badan perwakilan
rakvat vang ada di doerah

DPRD merapakan lembaga vang penting  keberadaannva  dalam
pemvelenrraraan pemermmiabon o dagrah, karena setiap kebijakan stratesis dalam
penvelenpraraan pemenntahan berasal lembaga perwakilan mkyar vakm DPRD
Dalam hal int DPRE scbagal Badan Legistand Daerah mempuenyal kedueukan vang
sedermpal dan menjach mora Pemerimah Daerah Dars hal am gelas bam Kita
kedudukan DPRD sebagar Badan Legisland Daerah bukanlah merupakan bagian
dan Pemermtah Daerah, DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakvat di
(aerab,  merupakan  wahang  uniek  melaksanakan demokras: berdasarkan
Pancasila”

Seteloh UL noe 22 tahun 1999 beriaku selama lima tahun, maka kelusr pula
UU Me. 32 Tahun 2004 tentang Pemermlahan Daerah vang mengatur lebih detal
masalah pemerintaban dagrzal i Menwret Pasal | oayat (2) UL 32 Tabun 2004

vang dimaksud Pemenntal Daeral adalah penvelenggaraan urusan pemerintaban

= Rzl Abdulials, Gl 8 Knd 26



oleh Pemerintah [aerah dan DPRD menurut asas otonomi dar tugas pembaniuan

denpan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Repubhk Indonesia sehazaimana dimaksad dalam UL 19435, Dan Pasal tersebut

dapet ditarik kestmpulan bazhwa DPRED merupakan unsur dan pemerisdzban

daerah yvang mempunya kedudukan vang seiajar dengan Pemerintahan Daerah,

Dalam  menjalankan  peranannya DPRD dilengkapi denpan tugas  dan

wewenang, Menueut Pasal 42 UL Moo 32 Tahun 2004, DPRD mempunyai tugas

dan WEwehlng -

i.

Membentuk Peraturan Dagrah vang dibahas dengan Kepala Dagrah
emiuk mendapatkan persetojuan bersama

Membahas dan menyetujei rancangan Peraturan Drerah  tentang
Angparan Pendapatan dan Belanja Daemh (APBI) bersama dengan
kepala doerah

Melaksanakan pengamatan lerhadap pefaksanasn perda dan peraturan
rerundang-undangan  laonya,  peraluran kepala  daemah,  APBO,
kebiakan  pemerintab daerah dalam  melaksanakan  program
pembanzunan dacrah dan kera sama mlermasionsl,

Mengusulkan penpangkatan dan pemberhentian kepala dasrah/wakil
kepala daeral kepada presider meladon Menternt Dalam Negen bag
DIPRIY Propinsi dan kepada Menten Datam legent melalur Gubernur
bagr DPRD Kabupaten/Kota.

Memilih wakil kepafa daerah dalam: hal 1grade kekosongan jabatan

wakil pemerintah daerth



BAR III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A, Gumbaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
|, Keadaan Geoprafis

Kabupaten Lima Pulub Kota terletak antars 0°25°28,717 LU dan 0"22714.527
1S serta anara 100°15°44.10°-100" 50747807 BT. Luas daratan mencapa
1.334.30 km® vang berarti 7,94 % dari darstan propinsi Sumatera Barat vang
luasiva 4222964 km® Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 kabupaten dan
1 propinsi vaity - Kabupaten Agam, Kabupaien Tanah Datar. K abipaten
Sagwahlunte! Sijunjung dan Kabupaten pasaman sera Propinsi Riau. Kabupaten
[ ima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, vang terluas adalah Kecamatan Rapur
1% sebesar 72336 k' dan vang terkecil adalah Kecamatan Lubak vaite 6168
ki 2

Topaerali daersh Kabupaten Lime Puluh Kot bervariasi antara datar,
bergelombang dan bukil-bukit dengan ketinggian darl permukaan laul amtara 10
meter dan 791 meter. DI daerah ini terdapat 3 buah gunung vang tidak berap
vaity Giunung Sage (2,261 m), Gunung Bungsy {1,255 m), Gunung Sanggul
(1,495 m} sera 13 bush sungai besar dan keeil yang mengalir dan telah banyak

. . s - %
dimanfatkon oleh masyvarakat untuk pengairan ataw rgas.”

i Badon Mo Seasistik, foc ol

T

17



BAB IV

PENUTLE

Berdasarkan uwraian penelition skripsi yang berjudul  Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan PR Terhadap  Penyelengparaan Pemerintahan  Doerall  di
Kabupaten Lima Puleh Kota Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun Z004
Tentang Pemcrintzhan Dacrah, maka pada Bab penutup ini akan memberikan
beherapa kesimpulan yvang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan saran-
saran dalam neang lingkup permasalahan.

A, Kesimpulan

Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  DPRD terhadap Penyelenggaraan

Pemerintahan Daemah adalah berdasarkan UL Mo, 32 Tahun 2004 tenlang

Pemerintahan Dacrah. Ketentuan pelaksansannya adalah Peraturan Pemerintah

No. 7% Tohun 2005 wentang Pedoman Pembinaan dan Penpawasan

Penyelenpparan Pemerintah Daerah, dan juga Peraturan Pemerintah Mo, 3

Tahun 2007 tentany Laporan Penyelengaraan Pemerintaban Dacrah Kepada

Pemerintah, Laporan Keteranpan Pertanggunjawaban Kepala Daerah Kepada

DFRD, dan Informasi Laporan  Penyvelenggaraan Pemerintahan  Dacrah

Kepada Masyarakar, serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Thacrah

Kabupaten Lima Puluh Kot Ne. 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Uaerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Mo, 18 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
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Dacrzh Kabupaten Lima puluh kota periode 2004-2009, Maka penulis

menyimpulkan babiws ;

L}

Bahwa yang menjadi ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD kabupaten
Lima Puluh Kota berpedoman pada Pasal 42 avat (1} huruf © UL Na, 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Duacrah yaitu :Pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan dacrah dan peraturan perundang-undangan lainnya,
pengawasan techadap Anpparan Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD),
dan pengawasan terhadap perjanjian dengan pihak ketiga.
Dabwa mekanizsme pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DIPRD terhadap
penvelenggaraan pemerintahan dacrah di kabupaten Lima Puluh Kota
adalah menampung aspirasi dari masyaraka lalu aspirasi masyarakat
tersebut disuarakan kemudian dilakukan pembahasan lalu dilakukan rapat
dengar pendapat.
Pada tahap akhir dari pengawasan dilakukan penilatan terhadap LKPJ
vang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD. Penilaian disertai dengan
rekomendasi oleh DPRD terhadap penyvelenggarasn pemerintahan dacrah
dimasa vang akan datang,
Bahwa yang menjadi faktor-fakior penghambat dalam pelaksanaan funpsi
pengawasan DPRD Kabupaten Lima Puiuh Kot adaiab-
a, Tidak semua angpota DPRD kabupaten Lima Puluh Kota yang
mengerti tentang fungsi penpawasan DIFRD.

b. Fungsi pengawasan dijadikan sebapui sarana politik.

¢. Pengelolaan fungsi pengawasan yanp belum efektif.

B
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